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ABSTRACT 

 

 

 

 This thesis wants to reveal and review Law No. 6 of 2014 related to the 

implementation of Nawa  Cita, especially village sovereignty from the aspiration 

of the president of Jokowi-JK. Village sovereignty is closely related to the 

authority or authority of the village. Authority or authority is a term commonly 

used in the public law field. The existence of village authority and the lack of 

clarity on the allocation of village funds in the distribution of funds and the 

strategy of the 2014-2019 Indonesian National Development target and indicator 

based on President Joko Widodo's Vision-Mission through Nawa Cita. 

 

 This thesis research questioned, first whether Law Number 6 of 2014 

concerning this Village had the opportunity to create sovereignty in the village 

government as aspired? secondly how far is the implementation of Law Number 6 

of 2014 concerning this Village through the implementation of theNawa Cita 

policy of the Jokowi – Jusuf Kalla government? and the third problem arises and 

the alternative solution 

 

 The approach used in this thesis research is juridical empirical meaning 

also as an approach that analyzes the law not merely as a normative rule of law, 

but the law here is seen as a symptom of behavior and patterns of society in life, 

always interact and relate to social aspects such as politics, economics, social and 

culture. Primary data collection is done through observation, interviews and 

quistioner, while secondary data with the concept and interpretation of legislation. 
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ABSTRAK 

 

 

 

Tesis ini ingin mengungkapkan dan menelaah Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 terkait dengan penerapan nawacita, khususnya kedaulatan desa dari 

nawa cita presiden Jokowi-JK. Kedaulatan desa ini erat kaitannya dengan 

kewenangan atau wewenang yang dimiliki desa. Kewenangan atau wewenang 

adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Adanya 

kewenangan desa dan belum adanya kejelasan peruntukan dana desa dalam 

pembagian dana sertastrategi target dan indikator Pembangunan Nasional 

Indonesia 2014-2019 berdasarkan Visi- Misi Presiden Joko Widodo melalui Nawa 

Cita. 

 

Penelitian tesis ini mempertanyakan, pertama apakah Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini berpeluang menciptakan kedaulatan dalam 

pemerintahan desa sebagaimana dicita-citakan?, kedua sejauh mana pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini melalui implementasi 

kebijakan Nawa Cita pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla? dan yang ketiga 

problematika yang timbul dan altenatif penyelesaiannya. 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis inia dalah yuridis 

emperis mengandung arti pula sebagai pendekatan yang menganalisis 

hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan peraturan perundang-

undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum disini dilihat sebagai 

gejala perilaku dan pola masyarakat dalam kehidupan, selalu berinteraksi dan 

berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan 

budaya. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara dan 

kuisener, sedangkan data sekunder dengan konsep dan interpretasi perundang-

undangan. 

 

Kata Kunci : Desa, Kedaulatan Pemerintah Desa, Nawa Cita 
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